BAB 2
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2.1. Perkembangan Teori Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara ndrmeekalu merujuk pada
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdt. Rumusan norma dpésal ini unik, tidak seperti
ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan nétasal 1365 KUHPerdt. lebih
merupakan struktur norma daripada substansi ketentwkum yang sudah lengkap.
Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPsenantiasa memerlukan
materialisasi di luar KUHPerdt. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum
berkembang melalui putusan-putusan pengadilan daelalun undang-undang.
Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPéfrdtdiatur dalam buku Il tentang
Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yangsal dari Eropa Kontinental
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdt. sampai dengaal R&880 KUHPerdt. Pasal-pasal
tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbugelawan hukurf.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHR®ada awalnya memang
mengandung pengertian yang sempit sebagai pengderh ajaran legisnié

Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan rmelawkum merupakan perbuatan

2 Agustina,op. cit, him. 3.

3 Status KUHPerdata ditegaskan oleh Mahkamah Agatam Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang ditujukan
kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negerrigelindonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa
KUHPerdt. tidak berlaku sebagai kodifikasi, akatape hanya merupakan “buku hukumfe¢htsboek dan
dipergunakan sebagai “pedoman”. Pada pembukaam&eiukum Nasional ke Il di Semarang Tahun 1968,
Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang mempérBailat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang isi pada
pokoknya mengakui KHUPerdt. tetap sebagai undanigiuyp dengan memberikan wewenang kepada hakim
perdata untuk menguji secara materiil ketentuaerkean KUHPerdt. yang tidak sesuai dengan kebutuhan
zaman.

* pasal 1365, 1366, dan1367 KUHPerdt. sama peesigath artikel 1382, 1383, 13&bde Civil Perancis
karena KUHPerdt. berasal d&ode Napoleon

5 Hal ini sebenarnya bertentangan dengan doktniny yikemukakan oleh para sarjana pada waktu itiaran
lain Molengraaff yang menyatakan bahwa Perbuatalawsn Hukum tidak hanya melanggar undang-undang,
tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan keatut
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yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukumumte undang-undai®
Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukumre¢htmatige dagdsama dengan
melawan undang-undangniwetmatige dagd Aliran ini ditandai dengarrest Hoge
Raad6 Januari 1905 dalam perk&@ager NaaimachinePerkara bermula dari seorang
pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yarghtedisempurnakan. Padahal
mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Kata-K&inger” ditulis dengan huruf-
huruf yang besar, sedang kata-kata yang lain diidcil-kecil sehingga sepintas yang
terbaca adalah “Singer” saja. Ketika pedagang igught di muka pengadilan, H.R.
antara lain mengatakan bahwa perbuatan pedagatykanlah merupakan tindakan
melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalamadusaha, yang bertentangan

dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebatgkan melawan hukum.

Pada putusan berikutnyBloge Raadoerpendapat sama dalam kaZugphense
Juffrouw Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910bédrmula dari sebuah
gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menp&bha pipa air dalam gudang
tersebut pecah, sementara kran induknya beradendalaah di tingkat atas. Namun
penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedienemeihi permintaan untuk menutup
kran induk tersebut;sekalipun kepadanya telah afijgn, bahwa dengan tidak
ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besala barang yang tersimpan dalam
gudang akibat tergenang air. Perusahaan asurdasirteembayar ganti kerugian atas
rusaknya barang-barang tersebut dan selanjutnyggugat penghuni tingkat atas di
muka pengadilanHoge Raad memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak
terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mdwaajilpenghuni tingkat atas
tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentinghak ketiga. Dengan kata lain

Hoge Raadli Belanda memandang perbuatan melawan hukum seggsts.

Pemandangan legistis itu kemudian berubah padantdBd9 dengan putusan
Hoge Raad31 Januari 1919 dalam perk&ahen v. Lindenbauiyang dikenal sebagai

drukkers arrest Pada perkara iloge Raadmulai menafsirkan perbuatan melawan

“ pendirian ini terlihat dalam pendapaioge Raad pada Arreshya tanggal 18 Februari 1853
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “Maing, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KtdifHRaasing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan
bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatarrgemgatigdan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun
demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilarreadalam hal itu telah berbuat tidak berhati“hati
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hukum secara luas. Dalam perkara ini, Cohen seopmmgusaha percetakan telah
membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk mekare copy-copy pesanan
dari langganan-langganannya. Cohen memanfaatkaormasi ini sehingga
Lindenbaum mengalami kerugian karena para langgsmalari ke perusahaan Cohen.
Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk meanbayanti kerugian
kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh PdagadNegeri fechtbank.
Pengadilan TinggiHof) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Ndgegan
pertimbangan bahwa sekalipun karyawan tersebut kuled@m perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang, yakni telahnggda suatu kewajiban hukum,
namun tidak berlaku bagi Cohen karena undang-untidal melarang dengan tegas
bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukudoge Raad membatalkan
keputusanHof atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusagadiEm Tinggi
makna tentang perbuatan melawan hukwnréchtmatige dagddipandang secara
sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanysdtuatan-perbuatan yang secara
langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkaougn-perbuatan yang tidak
dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuataodpéan ini bertentangan dengan
keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam aptag masyarakat bukan

merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanyarrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjad
lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian Kéearttidak hanya perbuatan yang
melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) per@mayang bertentangan dengan

kewajiban hukum si pelaklidan (b) melanggar hak subyektif orang f3itetapi juga

" Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Keamjihukum diartikan sebagai kewajiban yang
berdasarkan hukum, baik tertulis mapun tidak tert@lermasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana
pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).

Djunaedah Hasanstilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukwaalam Laporan Akhir Kompendium
Bidang Perbuatan Melawan Hukyrfdakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departéfehakiman RI,
1996/1997), him. 24. Seperti dikutip oleh Rosa Aimas Perbuatan Melawan Hukum(Jakarta: Program
Pascasarjana FHUI, 2003), him. 39.

8 Melanggar hak subyektif orang lain, berarti mglgar wewenang khusus yang diberikan oleh hukumdepa
seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyskbggai berikut:

(a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormadam baik;

(b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan haitknaithnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orangni@rupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuata
itu secara langsung melanggar hak subyektif oraimg tan menurut pandangan dewasa ini disyaratttanya
pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkannukuatulis maupun tidak tertulis yang seharusngakii
dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembeaaurut hukum.
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(c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidakligrtyaitu kaedah yang mengatur
tata susil®, (d) kepatutatl, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnyailiétim
seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakatterhadap harta benda warga
masyarakat.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan ternp@sbidatan melawan hukum,
tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelaaggarhadap kaidah hukum, tetapi
perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudutdpag kepatutan. Fakta bahwa
seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap kaigtah hukum dapat menjadi
faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbugtary menimbulkan kerugian tadi
sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharudimgdiki seseorang dalam

pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

2.1.1.Pengertian Onrechtmatigedaad
Istilah onrechtmatigedaadalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti

yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam PasébBurgerlijk WetboeKBW).
Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Umgli&ndang Hukum Perdata
(KUHPerdt.) sebagai pengganti BW. Pasal ini diarikberbeda-beda di antara
ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Pehudelanggar Hukum dan
ada pula yang mengartikannya sebagai PerbuatanMsieladlukum. Pasal 1365
KUHPerdt. selengkapnya berbunyi:

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een ikbogueen recht en een
doen of nalaten in strijd met een wettelijke plidft met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeetaamt, een ander
behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigjsgiond”>*

49 Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitertiangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam
kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukumecbitt menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan
kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalamdyarakatn, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan at
agama.

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku diEhamlintas masyarakat terhadap diri dan orang. lain
Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingardsedan kepentingan orang lain dan mengikuti apagy
menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk degdegori bertentangan dengan kepatutan adalah

(a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepartiggng layak;

(b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan laabagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran

yang normal perlu diperhatikan.
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Code CivilPerancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hudlalam Titel
IV Chapter Il artikel 1382 sampai dengan artikeB@2lengan judubDelicts and
Quasi Delicts Artikel 1382 Code Civil Perancis menyatakan bahwany act
whatever of man which causes damage to anothegedbhim by whose fault it

accorred to make reparatio

R. Wirjono Projodikoro mengartikan katanrechtmatigedaadsebagai
perbuatan melanggar hukuf. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam
rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum”adaghartikan positif
melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal gasrang dengan berdiam diri
saja dapat dikatakan melanggar hukum karena mehukum seharusnya orang
itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudKaersifat “aktif” yaitu orang
yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukanup&h hukum, kalau ia
sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggamh Maka yang bergerak
bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran glerasaannya. Jadi unsur
bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun &krkataan “melanggar” dalam
rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukumgydmaksud bersifat akitif,
maka menurut beliau perkataan yang paling tepaukunnhenerjemahkan
onrechtmatigedaadalah perbuatan melanggar hukum karena istilatbyzgan
melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro dikgn kepada hukum yang
pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagidresar merupakan
hukum adat?

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melandg&um dalam
menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemabahasa Indonesia untuk
Pasal 1365* Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara ldigunakan

°1 Di dalam bahasa Indonesia seperti yang diterjearaltkeh Subekti dan Tjiptosudibio, pasal ini begdun
“Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawagian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggentigian tersebut”.

2 Wirjono ProdjodikoroPerbuatan Melanggar HukuniBandung: Mandar Maju, 2000), him. 1

3 |bid., him. 2.
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oleh Mariam Darus Badrulzaman, dengan mengatakgasal 1365 KUHPerdt.
menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawanmhyfang membawa
kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang kasatahnya menerbitkan
kerugian ini mengganti kerugian tersebut”

Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPenitsangat penting artinya
karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertuiperhatikan oleh undang-
undang’”

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan [.S. Adiwimartalach
menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunalsiilah perbuatan
melawan hukum. Selain itu istilah yang sama jugaugiakan oleh M.A. Moegni
Djojodirjo dalam bukunya yang berjuduPerbuatan Melawan Hukum
Digunakannya terminologMelawan hukurf bukan Melanggar Hukumoleh
M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata “melawanielekat sifat aktif dan
pasif>’ Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengajelaiukan sesuatu
perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang jkiin sengaja melakukan
gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifigm istilah “melawan
tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diaja atau dengan sengaja
diam saja atau dengan lain perkataan apabila igatesikap pasif saja sehingga
menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia témblawan” tanpa harus
menggerakkan badannya.

**Subekti dan TijitrosudibioKitab Undang-Undang Hukum Perdat@)akarta: PT. Pradnya Paramita, 2002),
Cet. Ke-32, him. 346.

5 Mariam Darus BadrulzamamgUHPerdata — Buku Ill, Hukum Perikatan Dengan Péagan (Bandung:
Alumni, 1983), him. 146 seperti dikutip oleh Rosguatina dalamPerbuatan Melawan HukunJakarta:
Program Pascasarja FHUI, 2003), him. 7.

*® Di dalam bukunya, Djojodirjo mengatakan: “Pasalb33KUHPerdt. tidaklah memberikan perumusan
melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yangatami kerugian karenRerbuatan Melawan Hukum
yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinyaaraldapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada
Pengadilan Negeri denganccess

*" Agustina,op. cit, him. 7.

8 M. A. Moegni Djojodirjo,Perbuatan Melawan HukurtJakarta: Pradnya Paramita, 1982), him. 13 dikutip
oleh Rosa Agustin&erbuatan Melawan HukunfJakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), 3m.
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Rosa Agustina sependapat dengan Mariam Darus Eadnah bahwa
terminologi melawan hukummencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik
perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maefalaian>® Mariam Darus

Badrulzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RULiRa®an berusaha
merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkaugike kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena kesaladtan kelalainnya
menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebu

2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melaniggia orang lain
atau bertentangan dengan kepatutan yang harus adkad dalam
pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi ataa banida orang lain;

3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuaij# dilakukannya,
disamakan dengan seorang yang melakukan suatuganbierlarang dan

karenanya melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badralzaim telah
mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mangerbuatan melawan
hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawkanumenjadi tidak hanya
diartikan sebagai melawan undang-undang (hukumuli®rt tetapi juga
bertentangan dengan kepatutan yang harus diindalda@am pergaulan

masyarakat (hukum tidak tertulis).

Di dalamNieuw Nederlands Burgerlijk Wetbok&nseponrechtmatigedaad
terdapat pada Buku 6 Titel 3 Artikel 182Berdasarkan rumusan yang terdapat
padaNieuw Nederlands Burgerlijk Wetboekaka dapat dikatakan bahwa suatu
perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang guglarhak (subyektif)
orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) ybegentangan dengan
kewajiban menurut undang-undang atau bertentangagath apa yang menurut

hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan holseorang dalam

> Ibid.

®Konsep onrechtmatigedaadiirumuskan sebagai berikutAls onrechtmatigedaad worden aangemerkt een
inbreuk op een recht en een doen of nalaten irjdstriet een wettelijke plicht of met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verket¢aamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgront
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pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dereg@mngat adanya alasan

pembenar menurut hukum. Beberapa definisi lain ysergah diberikan terhadap

perbuatan melawan hukum adalah sebagai betikut:

1.

Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannignséari kewajiban
kontraktual atau kewajibaguasikontraktual yang menerbitkan hak untuk
meminta ganti rugi;

Suatu perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibaitkbulnya kerugian
bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubuhgkonm, di mana
perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakatau perbuatan
biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;

Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan lolédum, kewajiban
mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumaygadéngan tidak
memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakatusyanti rugi;

Suatu kesalahan perdatav(l wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasadep kontrak, atau
wanprestasi terhadap kewajibainust ataupun wanprestasi terhadap
kewajibanequitylainnya;

Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanmmietgehadap konrak,
atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan geerggikan hak-hak
orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidatbitedari hubungan
kontraktual;

Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yeoagasbertentangan
dengan hukum melanggar hak orang lain yang dicgotakeh hukum, dan
karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut olehkpireang dirugikan;

Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatddedtwa sesungguhnya

hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan swesin yang sangat

rumit yang memproses pemindahan beban risiko dardgk korban ke pundak

®LW. Page Keeton , et. aProsser and Keeton on TorSt. Paul Minnesota,USA: West Publishing Co.,4)98

p. 1-2.

Universitas Indonesia

Analisa ekonomi..., Eva Novianty, FH Ul, 2011.



31

pelaku perbuatan tersebut. Namun begitu, dalamtgkakrnyata mesin tersebut

terlalu rumit sehingga sering kali terasa beradh #ari jangkauan keadil&h.

Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawdurh telah lama
memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakaang-undang.
Dalam hukum Barat, pengertian perbuatan melawanurhulsemakin lama
memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyatbuatan-perbuatan
yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekar@mmasuk istilah it
Indonesia telah menganut pengertian perbuatan raalénwkum dalam arti yang
luas. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamafjury Rl No. 3191
K/Pdt./1984 tentang kasus Masudiati v | Gusti LapdRejeg® Mahkamah
Agung memutuskan mengabulkan gugatan Penggugaidagatakan Tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum denganimpamgan bahwa
Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kipatdalam masyarakat
sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Pengigu@engan mendasarkan
pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masya&aik@ merupakan hukum
tidak tertulis maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilndonesia telah

menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melkaukam.

2.2. Teori Reativitas (Schutznormtheorie) Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Teori relativitas berasal dari hukum Jerman yaigwa ke negeri Belanda oleh
Gelein Vitringa®® Kata ‘schut? secara harafiah berarti “perlindungan”, sehingga
dengan istilah Schutznorrh secara harafiah berarti “norma perlindungan”. meo

relativitas atauschutznormtheorienerupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari

%2 Fuady,op. cit, him. 4.

83 Sudargo Gautama (Gouw Giok Sionggngertian Tentang Negara Huku(Bandung: Alumni, 1973), him.
48-49 dikutip oleh Rosa AgustinRerbuatan Melawan HukungJakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003),
him. 41.

% Masudiati (Penggugat) merasa dibohongi oleh | iGlstang Rejeg (Tergugat). Tergugat berjanji bahwa
dalam waktu 4 bulan penggugat akan dinikahi seadet maupun agama maka penggugat rela dibawa lari
kawin oleh tergugat. Ternyata walaupun penggudahtenendesak untuk menikah, tergugat tidak juga mau
menikah hingga berlangsung 1 tahun 4 bulan . Selsithgp bersama itulah penggugatlah yang menanggung
biaya rumah tangga. Penggugat bekerja sebagi @eh karena tidak kunjung dinikahi secara sah maka
penggugat kemudian menuntut kerugian yang teladluhkkan selama hidup bersama.

®Agustina,op. cit., him. 14.
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perbuatan yang melawan huku@chutznormtheoriegnengajarkan, bahwa perbuatan
yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karerst@}ah melawan hukum, akan
menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabten k&rugian yang disebabkan
oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang djngtu dimaksudkan untuk
melindungi penderit®® Contoh peneraparschutznormtheoriedapat dilihat pada
keputusanHoge RaadBelanda tanggal 17 Januari 19%8Schutznormtheorigidak
hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undadgng saja tetapi juga
hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutemma kesusilaan dan sebagainya.

Schutznormtheoriderasal dari suatu relativitas dari perbuatan yarejawan
hukum, dengan pengertian umpamanya, bahwa perbuetéentu dari A adalah
melawan hukum terhadap B, tetapi tidak melawan hukterhadap C. Ada
kemungkinan bahwa C menderita kerugian karena p&ahuA, tetapi ia tidak dapat
meminta ganti kerugian kepada A karena perbuatanayaelawan hukum terhadap B
dan tidak terhadap GSchutznormtheorisungguh kental dengan pro dan kontra. Di
negeri Belanda, para ahli hukum yang mendukungagit@nnya teori ini antara lain
Telders, Van der Grinten, dan Molengraaf. BahkatuganHoge Raadebih banyak
yang mendukungschutznormtheorie Adapun para ahli hukum Belanda yang
menentang penerap&thutznormtheoriantara lainScholten, Ribius, Wetheith

Meyers berpendapat bahw@&chutznormhanya tepat diberlakukan terhadap

perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikipenerapan

% M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukunseperti dikutip oleh Rosa Agustina dalam buku

Perbuatan Melawan Hukunhlm. 41

®Dalam kasus ini, seseorang telah bertindak selagaer gadungan dengan bertindak dan membuka frakte
seolah-olah sebagai seorang dokter beneran. Olem&dindakan praktek dokter gadungan tersebutamak
sejumlah dokter yang berpraktek di sekitar praktekter gadungan tersebut menderita kerugian berupa
berkurang penerimaannya. Dalam kasus tersebut umslewan hukumnya terlihat dengan jelas karena
memang ada peraturan yang melarang orang yang lidkaer berpraktek sebagai dokter. Selain itu jiedss
terbukti bahwa karena tindakan melakukan praktektedtogadungan tersebut, para dokter di sekitar &&mp
prakteknya telah berkurang pendapatannya. Akampiteiengan menggunakan te@thutznormHoge Raad
menolak gugatan ganti rugi tersebut dengan alaahwd peraturan yang melarang orang yang bukan rdokte
berpraktek sebagai dokter mempunyai tujuan untuknohengi masyarakat yang akan menjadi korban dari
praktek dokter illegal tersebut, bukan untuk maelimgi pendapatan dari dokter-dokter yang berpraktiek
sekitarnya.

% Fuady,Op. Cit, him. 15.
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schutznormtheoriesebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat Heanhdarena

alasan-alasan sebagai berikut:

1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPw#tdk diperluas secara
tidak wajar;

2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadaug&ak mana hubungan antara
perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat norratdii kebetulan saja;

3.  Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangké&orseeability
terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kisalgroximate causation

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa karena KUHPertitlak memberikan
indikasi tentang berlaku atau tidaknya teswhutznormni, hakim tidak harus bahkan
tidak selamanya layak untuk menerapkan teori ietiddknya hakim hanya cocok
untuk menggunakan teori ini kasus per kasus darjagiepedoman bagi hakim serta
menjadi salah satu dari sekian banyak alat pendiagm mewadahi eksistensi unsur
keadilan dalam putusannya yang menyangkut dengesug@n melawan hukuffl.
Berdasarkan penafsiran luas tersebut di atas, gggaan hukum perdata tidak saja
meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tetapliputi pula pelanggaran
terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalamsyaeakat. Melanggar hak subyektif
orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelakuupsdan pelanggaran yang
tercakup dalam undang-undarap$olut¢ sedangkan bertentangan dengan kesusilaan
dan kepatutan merupakan pelanggaran terhadap htitakntertulis (relatif). Setelah
adanya Arrest tanggal 31 Januari 1919, pengadilan-pengadilamalusetenganut

penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum.

Pembuat undang-undang modern menyadari bahwa unohatagng tidak dapat
mengatur semua hal dan karena itu menyerahkan &epadilaian hakim untuk
mengambil keputusan. Membuat peraturan-peraturaaraeterinci, suatu hal yang
tidak mungkin dilakukan karena tidak dapat menamgpsemua hal yang mungkin
timbul kemudian hari. Peraturan yang terlalu riakan memungkinkan bagi peneliti

yang rajin untuk mencari kelemahan-kelemahannyagalbahan argumentasi. Oleh

®Fuady,Op. Cit, him. 16
° ProdjodikoroOp. Cit, him. 16.
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karenanya bidang di mana hakim memberikan keputtesakhir menjadi semakin

luas’*

2.3. Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat M elawan Hukum

Seperti halnya dalam hukum Pidana, demikian pulendahukum perdata,

adakalanya terdapat hal-hal yang menghilangkant sifalawan hukum (alasan

pembenar). Rosa Agustina menyatakan ada 4 hal padg umumnya telah lazim

sebagai alasan pembenar yitu

1. Keadaan memaksa (overmacht);
Pengertian davermachtalah salah satu paksaan/dorongan yang datangmya d
luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielaki@vermachtadakalanya
merupakan alasan pembenaechtvaardigingsgrond dan adakalanya alasan
pemaaf §chulduitsluitingsgrony hal ini karena keadaasvermachtmempunyai
sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkanaakidng sama.
Overmachtmemiliki bentuk tertentu, yaitnoodtoestangyang timbul disebabkan
oleh konflik kewajiban-kewajiban. Terdapahoodtoestandapabila kewajiban
untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena meldw&um ditiadakan oleh
suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yduig tenggi tingkatnya.
Overmachtdapat bersifat mutlak (absolut) atau relatif. Digelmutlak apabila setiap
orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan panbyeng pada umumnya
merupakan perbuatan melawan hukiinsedangkan disebut relatif apabila seseorang
melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena seadaan, di mana ia terpaksa
melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbdam@antingan sendiri dengan risiko

yang sangat besét.

M J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burgliterbuatan Melawan HukunfPasal 1365 KUH Perdata),
diterjemahkan oleh Lely Niwan, Dewan Kerjasama llhlukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum
Perdata. Semarang 22 Agustus — 3 September 1988pdikeh Rosa Agustind®erbuatan Melawan Hukum
(Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), him. 38

2 Agustina,0p. Cit, him. 44-46.

3 Contoh overmachtyang bersifat mutlak: seorang supir ditodong dangenjata api dan dipaksa umtuk
mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga nsakéndaraan orang lain.

" Contohovermachtyang bersifat relatif: Supir A berpapasan dengamirsB yang mengendarai mobilnya
serampangan sehingga hanya terdapat dua piliharsiygig A yaitu menabrak pohon yang ada di pinggan
atau menabrak mobil B. Kalau A menabrak pohon aslaukngkinan ia akan mati, maka ia lebih memilih
menabrak mobil B dengan akubat mobil B menjadikusm B mendapat kerugian.
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Pembelaan darurat atau ter paksa (noodweer);

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukdougian yang terpaksa
untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehdamaatau barang terhadap
serangan yang tiba-tiba yangbersifat melawan hul8ehap orang yang diserang
orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalammlpelaan tersebut, ia terpaksa
melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat naslawukum dari
perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk menentldediwa perbuatan tersebut
merupakan bela diri, harus ada serangan yang Kk#nojukepadanya dan
pembelaan diri tidak boleh melampaui batas. Olekradiserang dengan golok,
untuk membela diri maka orang tersebut menggunakagkat dan dipakai
memukul tangan si penyerang, sehingga tangannyah.pddalam hal ini
perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan melauaum.

M elaksanakan Ketentuan Undang-Undang;

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukpabila perbuatan itu

dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Balg] menahan seseorang
dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghu&coakiva; panitera

yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatanawae hukum. Suatu

perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undarggan berdasarkan

wewenang yang diberikan oleh undang-undang adaklawan hukum apabila

wewenang tersebut disalahgunakan atau dalametalirnement de pouvoir

Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yengenang, bukan
merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasaya berlaku sebagai
alasan pembenar bagi orang yang melaksanakangietersebut. Tidak menutup
kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yanmpeneperintah tersebut
bertindak melawan hukum. Di dalam praktek, alasamlgenar ini tidak begitu
penting karena biasanya penguasa yang digugat d&anbpegawai yang

melakukan perbuatan tersebut.
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Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hal-hal yamgnghilangkan sifat
melanggar hukum ditinjau dari “perbuatannya” dengidak memandang tubuh dan
kedudukan dari subyek perbuatan melawan hukum ladala
1. Hak pribadi;

2. Pembelaan dirnpodweey;
3. Keadaan memaksavermachyt

Sedangkan hal-hal mengenai subyek perbuatan melatuakum yang
mengakibatkan subyek tersebut meskipun telah miedetkperbuatan melawan hukum
tidak dapat dipertanggungjawabkan idfah
1. Perintah kepegawaiaanibtelijk bevet
2. Hak menghakimi sendirefgen richting.

Kriteria Perbuatan Melawan Hukum
Sejak putusanidoge Raadanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-
Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah bbdegn Sejak itu terdapat 4
kriteria perbuatan melawan hukum:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2 Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitiana stkap hati-hati yang
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan cesggama warga masyarakat

atau terhadap harta orang lain.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan rhutertulis sedangkan

kriteria ketiga dan keempat berhubungan denganrhuldak terulis.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu parbuaelawan hukum
harus dipenuhi empat unsur, yaitu:
1. Er moet een daad zijn verrictharus ada yang melakukan perbuatan);

2. Die daad moet onrechtmatig zijperbuatan itu harus melawan hukum);

5 ProdjodikoroOp. Cit, hal 40-44.

® ProdjodikoroOp. Cit him. 45-54.
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3. Die daad moet aan een ander schade heb bentoegbtl{erbuatan itu harus
menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. De daad moet aan schuld zijn te wijtgrerbuatan itu karena kesalahan yang

dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badrulzamangatakan bahwa syarat-
syarat yang harus ada untuk menentukan suatu parbsabagai perbuatan melawan
hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbudtdmaik yang bersifat
poitif maupun yang bersifat negatif, artinya seti@mgkah laku berbuat atau tidak
berbuat;

Perbuatan itu harus melawan hukum;

Ada kerugian;

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan meldw&om itu dengan

kerugian;

5. Ada kesalahan;

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur parbuatan melawan hukum
tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya Suatu Perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatoupé&an dari si pelakunya.
Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatsnidiimaksudkan, baik
berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat ses(msif). Oleh karena itu,
terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unserséfujuan atau kata
sepakat” dan tidak ada juga unsuoatisayang diperbolehkan’sebagaimana yang

terdapat dalam kontrak”.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah meldwk&om. Sejak tahun 1919,
unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yargjuas-luasnya, yakni
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku

" Fuady,0p. cit, him. 10-14.
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Yang melanggar hak orang lain yang dijamin olehumulsi pelaku;
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hakpetaku;

Perbuatan yang bertentangan dengan kesust@maé¢ zeden

®© 2o o

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangdatakn bermasyarakat
untuk memperhatikan kepentingan orang laimdruist tegen de
zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkdeetaamt ten aanzein

van ander person of gogd

Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdt. tentapgoudtan Melawan

Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkger pada pelaku

haruslah mengandung unsur kesalahaohyldement dalam melaksanakan

perbuatan tersebut. Dengan dicantumkannya syasaldten dalam Pasal 1365

KUHPerdt., pembuat undang-undang berkehendak mekakabahwa pelaku

perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jeata® kerugian yang

ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapatrdgiahkan padanya. Suatu

tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur &emal sehingga dapat

dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika meimeunsur-unsur sebagai

berikut:

a. Adaunsur kesengajaan;

b.  Ada unsur kelalaiamggligenceculpa);

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemecityaardigingsgrong
seperti keadaaovermachtmembela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Terdapat tiga aliran terhadap persyaratan unsusatkban” di samping
unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan meldw&aom, yaitu
a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawé&nrmuwsaja;
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawakutmu terutama
dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur ks di dalamnya,
sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahanattap suatu perbuatan
melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini diaoleh Van Oven.
b.  Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalabgn
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalabadah mencakup

juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnyajnggh tidak
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diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap symdrbuatan melawan
hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh \@oudever.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur mefawakum maupun
unsur kesalahan.
Aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan meflalwvekum mesti
mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesasakaligus, karena
dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakspr kesalahan.

Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Meyers.

Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian sSchadg bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdt. dapat dipergunakBsmbeda dengan
kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenalgiker materil, maka
kerugian karena perbuatan melawan hukum di sampi@gigian materil,
yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imnadtgang juga akan dinilai
dengan uang.

Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukagattekerugian yang terjadi

juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawkem.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teoiu (a) teori hubungan

faktual dan (b) teori penyebab kira-kira.

a. Teori Hubungan Faktual
Hubungan sebab akibat secara factuehugation in fagt hanyalah
merupakan masalah “fakta” atau apa yang secaraalattlah terjadi.
Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kanug@apat merupakan
penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hagilngak akan pernah
terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentangug@n melawan
hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut derfgd&um mengenaisine
qua nori. Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropantihental
yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b. Teori Penyebab Kira-Kira
Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agacdeainya elemen kepastian

hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakarkahsepproximate
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causeatau sebab kira-kir&roximate causenerupakan bagian yang paling
membingungkan dan paling banyak pertentangan pandigam hukum
tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-Kadand ypenyebab jenis
ini disebut juga dengan istildégal causeatau dengan berbagai penyebutan

lainnya.

2.5. Konsep Kesalahan Dalam Perbuatan M elawan Hukum
Di dalam ilmu hukum, unsur kesalahan dianggap &danmpemenuhi salah satu di
antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:
1. Ada unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaiamggligenceculpa);
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesaldakm arti luas (terdapat
kelalaian dan kesengajaan) dan kesalahan dalam sariipit (hanya berupa
kesengajaan). Apabila seseorang pada waktu melakpd@duatan melawan hukum itu
tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat seaitaan tertentu yang merugikan
pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umuns®georang tersebut dapat
dipertanggung-jawabkan. Syarat untuk dapat dikataiahwa seseorang itu tahu betul
akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorangaiiu hal adanya keadaan-keadaan
sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keada@adaan yang menyebabkan

kemungkinan akibat itu akan terjadi.

Dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365Retdt., pembuat
undang-undang berkehendak menekankan bahwa petakuagban melawan hukum
hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang lditikannya apabila perbuatan
tersebut dapat dipersalahkan padanya. Vollmar ntekga bahwa pembuat undang-
undang menerapkan istilakchuld(kesalahan) dalam beberapa arti yaitu:

a. Pertanggungan jawab si pelaku atas perbuatan das lerugian, yang
ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;

C. Sifat melawan hukum.
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Dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dalakp perbuatan melawan
hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawiumh yang dilakukan dengan
unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum ydifekukan dengan unsur
kesengajaan derajat kesalahannya lebih tingga dédseorang yang dengan sengaja
merugikan orang lain (baik untuk kepentingannyadseatau bukan), berarti dia telah
melakukan perbuatan yang melanggar hukum terseddatndarti yang sangat serius
ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaiarkbéfa
1. Kesengajaan Dalam Unsur Kesalahan

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukumggiip ada apabila
dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengajabtgrdéelah menibulkan
konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mest@l harta benda korban,
meskipun belum merupakan kesengajaan untuk me(fiki atau mental) dari
korban tersebuf Van Bemmelen dan Van Hattum telah mengemukakan
adagium “tiada hukuman tanpa kesalahan” dan Rigtah berusaha menerapkan
adagium tersebut dalam bidnag perdata dengan mekg&an tiada
pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripadaupemnya yang melawan
hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukalkan Meyers bahwa
perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kasad@n onrechtmatige

daad verlangt schu)c®

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tndakanakala

memenuhi elemen-elemen sebagai befikut:

1. Adanya kesadarastate of mingluntuk melakukan;

2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukanahangnya perbuatan
saja;

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk merkab
konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaandewgan tindakan
tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensetars

8 Fuady,Op. Cit, him. 45-46.
9 Agustina,Op. Cit., him. 48.

8 Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan HukunfJakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal 68 segirttip
oleh Rosa Agustina dalaRerbuatan Melawan HukunJakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), him. 36

8 Fuady,Op. Cit., him. 47
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Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jikagatdaaksud iaten)®
dari pihak pelakunya. Dalam hubungan dengan akhag ditimbulkan oleh
adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa kaadiamintakan agar hukum
lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebelhingga dalam hal ini
hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif'tidya, hukum lebih melihat
kepada akibat dari tindakan tersebut kepada pataakp daripada melihat apa
maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipasihmdengan tetap
mensyaratkan adanya unsur kesengajaan ter&el8emakin berkembangnya
peradaban manusia dan dengan semakin baik damyzagienegakan hukum
terhadap perbuatan melawan hukum, maka fakta sekamenunjukkan bahwa
kuantitas dari kasus-kasus perbuatan melawan hulalam bentuk kesengajaan
semakin berkurang dan sebaliknya kuantitas perbuatglawan hukum dalam
bentuk kelalaian semakin bertambah banyak, seidengan semakin bertambah

banyaknya kasus tentang tanggung jawab tanpa kesagdrict liability).%*

Dalam masalah perlindungan lingkungan hidup, ber#as perkembangan
yurisprudensi di Nederland tampak adanya pergestaieinpertanggungjawaban
atas dasar kesalahastluldaansprakelijkhe)cke arah pertanggung jawaban atas
dasar risiko risicoaansprakelijkheii®> Akan tetapi, di kalangan teoritisi di
Nederland, masih belum terdapat kesatuan pendagrattaina perbedaan
pendapat. Prof. Mr. J. M. Van Dunne berpendapatvaabertanggung jawaban
atas perbuatan melawan hukum dalam masalah lingkuhgdup berdasarkan
hasil penelitiannya terhadap beberapast penting, menunjukkan tendensi yang

bergerak ke aratisicoanspraakelijkheitf, setidak-tidaknya bersifpseudorisico

8 Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “siak’ dengan “motif”. Istilah “maksud” diartikanelsagai
suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibderiar. Jika kita menyulut api ke sebuah mobil, uent
tindakan tersebut. Akan tetapi, motif dari membakabil tersebut bisa bermacam-macam, misalnya nyatif
adalah sebagai tindakan balas dendam, protes, miemngh membela diri, dan lain-lain.

8 Fuady,Op. Cit., him. 47-48.

8 Fuady,Op. Cit., him. 46.

8 paulus Effendi LotulungPenegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim PerdéBandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1993), him. 30. seperti dikutip oleh Rosaultina, Perbuatan Melawan Hukum(Jakarta: Program
Pascasarjana FHUI, 2003), him. 48
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aanspraakelijkheid Sebaliknya, Prof. Mr. J. B. M. Vranken tidak segapat
sama sekali dengan Van Dunne dengan mengatakaralmabmurut hukum yang
berlaku sekarang, yang lalu, maupun yang akan daadalah tetap didasarkan
pada adanya kesalaharscljuldaansprakelijkhe)d sebab Nederland tidak
mengenal adanya pertanggung jawaban secara umualgemene
ansprakelijkheidl untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ydagat

menciptakan keadaan berbahya.

Apabila diterapkan sistemmsico aansprakelijkheignaka otomatis si pelaku
pencemaran bertanggung jawab sekalipun tidak askldtean padanya, dan tidak
perlu dibuktikan adanya kesalahan. Di sini kitaadidyokan pada ajaran tentang
strict liability, di mana pertanggung jawaban ada pada si pelakoepearan
secara mutlak, terlepas dari fakta apakah terdeesélahan atau tidak pada
pihaknya®® Tidak ada persyaratan tentang perlu adanya kesalmerupakan ciri
utamastrict liability. Dengan berkembangnya industry yang makin menigaasi
risiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hghn sebab akibat maka
teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan lm&paling ke konsep
risiko.®® Pasal 1365 KUHPerdt. mengandung prindipbility based on fautt
dengan beban pembuktian pada penderita. Hal térsefalan dengan Pasal 1865
KUHPerdf®. Sampai saat irstrict liability dalam Pasal 1365 KUHPerdt. masih
schuldaansprakelijkheidlan hanya diterapkan secara khusus dalam pasal-pas
tertentu, antara lain Pasal 1367 KUHPerdt. yanggaem mengenai tanggung

jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang ditakwkang lain, misalnya

8 Inti dari ajararrisico ialah dengan diciptakannya keadaan berbahaya rbetkem risiko yang terletak pada
pihak yang melakukan perbuatan atau yang melakyk@mgotoran/pencemaran dan bahwa karenanya
diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan tergedengan sendirinya berakibat bahwa perbuatannya
bersifat melawan hukum.

87 Agustina,Op. Cit., him. 48-49.

8 paulus Effendi LotulungPenegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim PerdéBandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1993), him. 30. seperti dikutip oleh Rosaustina, Perbuatan Melawan Hukun(Jakarta: Program
Pascasarjana FHUI, 2003), him. 49

89 Sri Setianingsih SuwardPerbuatan Melawan Hukum Secara Khusus, LaporanrAddtinpendium Bidang
Perbuatan Melawan HukunBPHN, 1996/1997.

% pasal 1865 KUHPerdt.: “Setiap orang yang mendatillbahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suduoifzang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwseteut”
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tanggung jawab orang tua/wali terhadap anak-anak@yay belum dewasa,
majikan terhadap bawahan mereka, guru dan kepkémdgubertanggung jawab

terhadap murid-murid dan tukang-tukang mereka.

2. Kelalaian Dalam Unsur Kesalahan

Dalam sejarah hukum, mula-mulanya kelalaian tidédricha sebagai suatu
bidang perbuatan melawan hukum yang berdiri sendirnegara-negara Eropa
Kontinental barulah setelah kasus Lindenbaum vdie@p perbuatan kelalaian
(ketidakhati-hatian) yang berupa pelanggaran teqhdcbiasaan dan kepatutan
dalam masyarakat, diterima sebagai suatu bagiarpedruatan melawan hukum
(onrechtmatige dagd Namun demikian di negara-nega@ommon Law
pengakuan perbuatan kelalaian sebagai bidang yasgdim dari perbuatan
melawan hukum telah diterima sejak awal abad kePHia tahap-tahap awal
perkembangannya, perbuatan kelalaian diterima deésus-kasus kelalaian dari
orang yang menjalankan kepentingan publik, sepsoliter dan pengangkut
manusia® Perkembangan pengakuan terhadap perbuatan di avaal ke-19
tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat dengakembkangan revolusi
industri saat itu. Sebab, banyak juga kasus kelalditerapkan terhadap kasus-
kasus kelalaian pelaku industri yang menyebabkangken bagi masyarakat.
Bahkan sampai dengan abad ke-19, setiap orang iyemyebabkan kerugian
kepada orang lain (sengaja atau tidak) harus metiggarugian tanpa melihat
apakah orang tersebut bersalah atau tidak, karemseg kelalaian belum
berkembang. Akan tetapi, mulai pada abad ke-1%goraulai berpikir bahwa
tidak ada alasan yang wajar untuk memindahkan beédaggung jawab dari
korban kepada pelaku.selama pelaku tidak dalamakeatersalah. Oleh karena
itu, mulailah dikembangkan konsep kelalaian dalamkum tentang perbuatan

melawan hukuni?

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaianed@ridengan
perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengaj@&mgab kesengajaan, ada

niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkarugian tertentu bagi

1 Fuady,Op. Cit., him. 72.
92 Fuady,Op. Cit, him. 72.
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korban, atau paling tidak dapat mengetahui secasdi fppahwa akibat dari
perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapgna&kelalaian tidak ada niat
dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan ge&n, bahkan mungkin ada
keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugiasetmrt. Dengan demikian,
dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesemgapiat atau sikap
mental menjadi faktor dominan, tetapi pada kelalaigng dipentingkan ialah
sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan taegaltt mempertimbangkan apa
yang ada dalam pikirannya.

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu pedsudbpat dianggap
sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokuégse berikuf*
1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuaty wagstinya
dilakukan;
Adanya suatu kewajiban kehati-hatiaty of carg;
Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
Adanya kerugian bagi orang lain;

a kb 0N

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tigiaki melakukan
perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Persyaratan (unsur) pokok terhadap kelalaian tetsebjalan dengan
persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdt
Pada umumnya tingkatan kelalaian tersebut adalzdmse berikut:
1. Kelalaian ringanglight negligencg
2. Kelalaian biasaqrdinary negligenck
3. Kelalaian beratdross negligenge
Mengenai kelalaian yang berat, terdapat pembeddzagai berikut:
a. Beratnyatingkat kehati-hatian;
Bagi sekelompok orang tertentu (seperti pengangkbtic, penjaga
alat-alat berbahaya, dan pelaku kegiatan yang mjskiperlukan
tingkat kepedulian atau kehati-hatian yang lebitgdi (high degree
of carg, sehingga bisa saja bagi orang kebanyakan mesupak

% Fuady,Op. Cit, him. 73.
% Fuady,Op. Cit., him. 73.
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kelalaian ringan tetapi bagi kelompok super hati-hai untuk
perbuatan yang sama sudah merupakan suatu kelbkxiain

b. Beratnyatingkat kelalaian;

c.  Perbuatan kecerobohan.
Perbuatan kecerobohawilfful and wanton misconducimerupakan
tingkat kelalaian yang lebih tinggi derajatnya bamkebih tinggi dari
kelalaian berat sekalipun. Bahkan, untuk perbu&tgerobohan ini
sering disebut dengan “kuasi kesengajaan”. Perbuetaerobohan
memang sangat berat unsur kelalaiannya, bahkan atagg
sebenarnya sudah berada di tengah antara perbkesmmgajaan

dengan perbuatan kelalaian.

3. Penilaian Ganti Rugi Karena Perbuatan Meawan Hukum®

Hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdatalsudma dikenal
dalam sejarah hukum. Hal ini dapat dilihat di zarReamawi dalam Lex Aquilia
padachapter pertamanya.Pasal 1365 KUHPerdt. menentukan keavajdelaku
perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugnum tidak ada
pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugiasetemt. Dalam hukum perdata
dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengentiara (1) kerugian sebagai
akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pitiak;(2) kerugian sebagai
akibat tidak terlaksananya suatu perjajian di fgiimak. Oleh karena itu, Pasal
1365 KUHPerdt. menamakan kerugian akibat perbuatlawan hukum sebagai
“schadé (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestéeh Pasal 1246
KUHPerdt. dinamakan Kosten, scaden, en interestefbiaya, kerugian, dan

bunga)®®

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti garu yang harus
dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangl Ra48 KUHPerdt.

% Agustina,Op. Cit, him. 51-66

% pasal 580 ke-Reglement Burgerlijk Rechtvorderijgga memakai istilahKbsten, scade en interesten
untuk menyebutkan kerugian sebagai akibat perbuatlawan hukum (pidana). Maka dapat dianggap bahwa
pembuat B.W. sebetulnya tidak membedakan kerudidratiperbuatan melawan hukum dan kerugian akibat
wanprestasi. Keduanya meliputi juga ketiadaan pea@n suatu keuntungan, yang mula-mula diharaplemn o
korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdt
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memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang rdibayar karena wanprestasi.
Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatanawae hukum dapat
diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengaentkah tentang ganti
kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan babvesanya dalam
menentukan besarnya kerugian karena perbuatan arelalukum tidak
diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 Rddit., melainkan paling
tinggi ketentuan dalam Pasall243 KUHPerdt. secaralogis. Sehubungan
dengan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 12472 hKUHPerdt. tidak dapat
diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena:

a. Pasal 1247 KUHPerdt. mengenai “perbuatan pgenkgang berarti bahwa
perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuanasgdperbuatan melawan
hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir garsetujuan;

b. Pasal 1250 KUHPerdt. membebankan pembayaramtatag penggantian
biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambg@@mbayaran sejumlah
uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawsdoum bukan
disebabkan karena tidak dilakukannya pembayarang umpat pada

waktunya.

Beberapa penulis merumuskaohadesebagai “penyusutan dari pemuas
kebutuhan”. Kerugian yang ditimbulkan oleh perboataelawan hukum dapat
berupa kerugian kekayaame¢(mogensschagletau kerugian yang bersifat idiil.
Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaang berupa kerugian
uang. Hakim berwenang untuk menentukan berapa wegpama harus dibayar
ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut daertigian dalam jumlah yang
tidak pantas. Tiap perbuatan melawan hukum tidakyad mengakibatkan
kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkargieer moril atau idiil, yakni
ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan keseaandidup. Mengenai
penggantian kerugian idiiloge Raaddalam keputusan tanggal 21 Maret 1943
dalam kasus W.P. Kreuningen vs. Van Bessum csmt@lumemutuskan bahwa
pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya bekdasdPasal 1365
KUHPerdt. diwajibkan mengganti kerugian idiil. Makansekuensi dararrest
tersebut menurut Rutten ialah bahwa dalam menenapPkaal 1365 KUHPerdt.
juga dapat dituntut penggantian kerugian idill deng catatan akan

diperhitungkarex aequo et bongmenurut kelayakan dan kewajaran).
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Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdt. kerugiangyaisebabkan
karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnyashdiganti dengan kerugian
yang dialami oleh penderita dan juga dengan kegaturyang sekiranya dapat
diharapkannya gederfdewingt Maka itu dianut pendapat bahwa pelaku
perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugiamg ygitimbulkannya,
maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterinesmgehai penggantian atas
keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diteymaidaklah semudah
diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah gdetiugian tersebut.
Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafdirmana diusahakan agar si
penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada kead®dbelum terjadinya

perbuatan melawan hukum.

4.  Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian®’

Ajaran kausalitas juga penting dalam hukum perdatea meneliti adakah
hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum kaogian yang
ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggawagbkan. Teori yang
terkenal ialaiteori conditio sine qua nodari Von Buri. Teori ini melihat bahwa
tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk tinyausuatu akibat adalah
menjadi sebab dari akibat. llustrasinya sebagakierA memukul B sehingga
mendapat luka ringan pada kulitnya yang tidak akemgakibatkan matinya B.
Akan tetapi B membutuhkan pertolongan dokter kewrnudB berjalan kaki
menuju rumah dokter. Ditengah perjalanan B ditabnaobil C yang
menimbulkan luka berat yang menyebabkan B matits&keéMenurut ajaran Von
Buri maka perbuatan A memukul B yang menimbulkakaluingan harus
dianggap sebagai syarat matinya B setelah mendekitaberat karena ditabrak
mobil C tersebut. Oleh karena terlalu luas ajaram Buri maka ajaran tersebut
tidak digunakan dalam hukum pidana maupun dalammyberdata.

Kemudian muncul teori adequat@déquate veroorzakinglari Von Kries.
Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harasgdjap sebagai sebab dari
akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbagggah akibat. Adapun

7 Agustina,Op. Cit, him. 66-69
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dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimtdaighaperhitungan yang
layak. Kekuatan teori ini ialah bahwa teori ini dagdipandang dari dua sisi baik
secara kenyataan maupun secara normatif. Khususetgah perang dunia,
peradilan berkembang menurut cara terakhir di n@eregertian “menurut apa
yang layak” sangat bermanfaat. Yang berlaku di gilsh semua dapat diduga
apabila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. nDa@ori Scholten juga
digunakan kriteria “kemungkinan yang terbesar” ydamudian dilanjutkan oleh
Van SchellenHoge Raaddalam berbagaarrest mulai tahun 1927 berpendapat
bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengapedmargan pada ajaran

adequate veroorzaking

Pada tahun 1960-an timbul kekurangpuasan terhadkepik teori adequat
yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukoye la menyarankan
untuk menghapus teori adequate dan memasukkarmsieterekening naar
redelijkheid TNR “dapat dipertanggungjawabkan secara layaldktér-faktor
penting yang disebut dalam pidatonya:

a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab

b Sifat kerugian;

c.  Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dalduga;

d Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebanajlean untuk membayar
ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan ginhrpihak yang
dirugikan.

Teori TNR dapat dilihat dalararrest Hoge Raadanggal 20 Maret 1970. Untuk

menentukan hubungan kausal antara perbuatan dangi&er terdapat

perkembangan teori dacondition sine qua ngrkemudian teoradequatedan

yang terakhir ajaran TNR.

2.6. Pertanggungjawaban Perdata Dalam UUPLH 1997
Sebelum adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup doriesai, sudah lama
hukum perdata mempunyai pengaturan terhadap limgkurnidup. Di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum PerdatBufgerlijk Wetboek terdapat beberapa pasal yang
mengatur hal ini, misalnya Pasal 570 BW. Contolukgsenerapan Pasal 570 BW oleh
Hoge Raad ialah Arrest Krul-Joostens Tahun 1914. Putusan pengadilan

menggambarkan banyak peristiva yang menetapkan lgangian terhadap perusakan
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benda akibat pencemaran lingkungan. Setelah beryakwndang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) maka Pasal 570 BW sudah tidak lagmiiki kekuatan hukuni®

Salah satu aspek mengenai keperdataa di dalam hdikgkungan ialah
mengenai pertanggung jawaban ganti rdgb{ity). Ganti rugi dalam lingkungan
merupakan sebagian dari hal-hal yang berhubungagadetanggung jawab mengenai
kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseoramgvironmental reponsibilijy
Tanggung jawab lingkungan merupakan rangkaian kbamjseseorang atau pihak
untuk memikul tanggung jawab kepada penderita yiateh dilanggar haknya atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam UHP1997 masalah tanggung
jawab perdata ditentukan melalui pengaturan yanguat dalam bagian penyelesaian
sengketa lingkungan di Bab VIl. Menurut UUPLH 199ényelesaian sengketa
lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua saiwaitu:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar qdifeq ©ut court systein
Pengaturan untusut court systerdi atur di Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar gdife;m diselenggarakan

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk damnnlgasganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak agadinya atau terulangnya
dampak negatif terhadap lingkungan hiddiDilakukan oleh para pihak yang
berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalamidgien dan mengakibatkan
kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengasyek yang disengketakan,
serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedttrhadap pengelolaan
lingkungan hidug® UUPLH memberikan kesempatan untuk mempergunakan
jasa pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa untrkbantu menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup. Pihak ketiga bersifatahéaik yang tidak memiliki
kewenangan mengambil keputusan maupun yang merkigikienangan untuk
mengambil keputusaii’

2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melaluigodifag {(n court system

%Rangkuti,op. cit, him. 173.

% ndonesia B, Pasal 31.

% ndonesia B, Penjelasan Pasal 31

"Yndonesia B, Pasal 32
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Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidelplun pengadilan diatur
dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Penyelesaian dengperksga di pengadilan
dilakuakan untuk menggugat sesuatu yang berhubumigsgan lingkungan
hidup. Tuntutan-tuntutan yang dilakukan si pender@ah mengenai sejumlah
ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu oletakiel®® Menurut Pasal 34 ayat

(1) menyatakan:

“Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemdeariatau
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugiada orang
lain atau lingkungan hidup; mewajibkan penangguagap usaha
dan/atau kegiatan untuk membayar gantu rugi dan/atelakukan
tindakan tertentu”

Pasal ini merupakan realisasi dari suatu asas gdagdalam lingkungan hidup
yaitu asas pencemar membayduolluter pays principle Pengertian asas
pencemar membayar yang terdapat dalam UUPLH 198K 8aja mengandung

aspek preventif tapi juga aspek represif.

UUPLH 1997 mengenal dua macam sistem pertanggwapgn perdata yaitu

a. Sistem Pertanggungjawaban Bidsalfility Based on Faujt
Tanggung jawab perdata berupa ganti rugi sepenty yaatur oleh Pasal 34
ayat (1) merupakan sistem pertanggungjawaban erbasa, artinya
ketentuan pasal ini mengandung aspek-aspek tanggwadp perdata yang
dikenal selama ini secara konvensional. Sistendikenal di dalam hukum
Kontinental. Dengan demikian Pasal 34 dapat dikaitkepada Pasal 1365
KUHPerdata sebagai bentuk pertanggungjawaban melduium (PMH)
yang selama ini sudah lazim dipergunakan. PMH didas kepada adanya
kesalahan ligbility based on faujt Tanpa adanya suatu kesalahan maka
tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugiansdf@han rhens rex
merupakan objek pokok terpenting dalam menentukeseasang patut
dinyatakan bertanggungjawab .
Unsur kesalahan menjadi kewajiban korban untuk tdapambuktikannya.

Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah kateras lebih dulu

%9ndonesia B, Pasal 34 ayat (1)
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dibuktikan adanya hubungan sebab akibeaugality antara perbuatan
pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Kiyasubagi masalah
lingkungan, membuktikan atau menjelaskan hubungsrats akibat dari
perbuatan spolluter dengan korban merupakan hal yang sangat sulitiseka
Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan yangabahsiah, teknis,
dan khusus sehingga bila skalanya bersifat metuassfrontiel) dan serius,
membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus penage justru lebih
menyulitkan pula. Oleh karena itu bila menerapkarnstem
pertanggungjawaban biasa tidaklah mencerminkan ka&salilan karena
korban mengalami kerugian ganda, yakni ia sebagpdiah tapi masih juga

harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak pefak

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Yayasan LemiBagatuan Hukum
Indonesia (YLBHI), mengatasnamakan warga Sidoagogajukan gugatan
perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan desrtdaPusat. Di dalam
Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgphgdgatan YLBHI
dengan perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, mmajehakim
menyatakan bahwa luapan lumpur disebabkan karekardaghati-hatian
pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo karena belypasangnyaasing
atau pelindung secara keseluruhan sehingga merkaabriadinyakick
dan luapan lumpur. Akibat kelalaian atau kekuratignatian tersebut
mengakibatkan korban kehilangan harta benda dargaeni situasi yang
tidak menyenangkan. Dengan demikian, unsur kesaldaa sebab akibat
telah terpenuhi. Namun, tidak seluruhnya unsur Katiiu perbuatan
melawan hukum telah dipenuhi karena telah diupayakecara optimal
perlindungan korban maupun penanganan atas pemgihesemburan
lumpur. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukersebut, terhadap
Lapindo dan tergugat lainnya diputuskan tidak mgkak perbuatan
melawan hukum?® Putusan ini kemudian diajukan banding oleh YLBHI

yang mana dalam putusannya majelis hakim Penga@ifeggi memutuskan

13 Sjahaanpp. cit, him. 275.

%pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkadat®eNo. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27
November 2007
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bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam ggghirunsur
kesalahan dan pelanggaran hak asasi manusia tfpknthi® Upaya
kasasi dilakukan oleh YLBHI putusannya menguatkatugan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggl. Oleh karena YLBHI tidak melakukan
upaya hukum terhadap putusan kasasi tersebut makesan ini telah

berkekuatan hukum tetap.

Terhadap gugatan Walhi di Pengadilan Negeri JakSetatan dengan
perkara No. 284/PDT.G/2007.PN.JAK.SEL, Majelis Hakdalam amar
putusan memutuskan bahwa terjadinya semburan lurdpwarea sekitar
sumur BJP-1 karena fenomena alam, bukan akibatakesadari Lapindo
dan tergugat lainnya, sehingga Lapindo dinyatakalakt melakukan
perbuatan melawan hukufff. Putusan ini diajukan upaya hukum banding
yang mana dalam amar putusannya, Majelis Hakim d&Blag Tinggi
menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Dengan tidakukannya upaya
kasasi dalam jangka waktu yang telah ditentukantugam ini telah
berkekuatan hukum tetap dan membebaskan Lapindaudsur kesalahan
serta pertanggungjawaban atas semburan lumpur.aldpdgum perdata telah
menghasilkan putusan krachtdan telah secara positif mendudukkan bahwa
semburan lumpur merupakan fenomena alam sehindgk terdapat unsur
kesalahan dan tanggung jawab langsung dan sekttrkadap Lapindo
berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 TenRemgelolaan
Lingkungan Hidup.

Tanggung Jawab Langsung dan Sekettadt Liability)

Asas strict liability merupakan instrumen hukum yang sangat
menguntungkan pihak korban dalam rangka mengkla&artapggungjawaban

si pelaku™® Strict Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban khusus
yang diatur dalm UUPLH 1997 pada Pasal 35 ayatSfttict liability untuk

1%pytusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkaradaemdo. 136/PDT/2008/PT.DKI tanggal 13 Juni 2008

1%pytusan Mahkamah Agung, Perkara Perdata No. 272D K2008 tanggal 3 April 2009

pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pefamdata No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 27

Desember 2007.

198\ .H.T. Siahaangp. cit, him. 284.
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mengatasi kelemahan yang ada pédhility based on faultkarena ciri
utamanya ialah timbulnya tanggung jawab langsung siketika pada saat
terjadinya perbuatan, yang atas dasar itu pulk gmalu dikaitkan dengan
unsur kesalahansg¢huld. Sebenarnya Walhi dalam gugatannya telah
menggabungkan Perbuatan Melawan Hukumatact liability sebagai dasar
pertanggungjawaban Lapindo. Dalil-dalil yang dipergkan sebagai dasar
pemberlakukarstrict liability ialah fakta akibat dampak besar dan penting
semburan lumpur dengan mempertimbangkan jumlah smayang terkena
dampak, luas wilayah penyebaran lumpur, komponagklingan hidup lain
yang terkena dampak serta sifat dampak semburapuiufi Akan tetapi,
hakim dalam memutuskan perkara ini tidak menyinggwama sekali
mengenai asastrict liability. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan atas
putusan hakim terutama dalam masalah perdata mangeigatanstrict
liability karena dalam putusan tidak disinggung mengetat liability,
sehingga seakan-akan mencerminkan pandangan apelkdatm mengerti
mengenastrict liability.

Seandainya hakim memutuskan perkara Lapindo destganliability maka
penanganan dan perlindungan terhadap masyarakbarkdumpur panas

Lapindo tidak akan berlarut-larut dan carut-mainogga sekarang.

1% bid.
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